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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Polri Super App dalam pelayanan 
penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Parepare, dengan 
menyoroti respons pengguna, kesiapan petugas, serta tantangan teknis dan sosial dalam 
pemanfaatan layanan digital ini. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara 
mendalam, survei, dan observasi lapangan selama Maret–April 2025. Temuan menunjukkan 
bahwa meskipun aplikasi dinilai meningkatkan efisiensi layanan, masih terdapat hambatan 
berupa rendahnya literasi digital pengguna, keterbatasan pelatihan petugas, serta kendala 
teknis seperti ketidaksinkronan data dan error sistem. Selain itu, kesenjangan infrastruktur di 
beberapa wilayah turut menghambat pemerataan akses. Penelitian ini merekomendasikan 
penguatan fitur aplikasi, pelatihan rutin bagi petugas dan pengguna, serta kebijakan inklusif 
yang mempercepat transformasi layanan publik berbasis teknologi. 

Kata kunci: Polri_Super_App; Pelayanan_SKCK; E-Goverment; Digitalisasi_Layanan_Publik 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the implementation of the Polri Super App in the service of issuing 
Police Record Certificates (SKCK) at the Parepare District Police, by highlighting user 
responses, officer readiness, and technical and social challenges in the utilization of this 
digital service. A qualitative approach was employed through in-depth interviews, surveys, 
and field observations conducted from March to April 2025. The findings show that although 
the application is considered to improve service efficiency, there are still barriers in the form of 
low user digital literacy, limited officer training, and technical constraints such as data 
synchronization and system errors. Additionally, infrastructure gaps in certain areas also 
hinder equitable access. This research recommends strengthening application features, 
regular training for officers and users, and inclusive policies that accelerate the transformation 
of technology-based public services. 

Keywords: Polri_Super_App; Pelayanan_SKCK; E-Goverment; 

Digitalisation_of_Public_Services. 

PENDAHULUAN 
Digitalisasi layanan publik di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam 

beberapa dekade terakhir (Yustinus Bowo Dwinugroho, 2024). Penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dalam sektor pemerintahan, khususnya dalam layanan publik, telah mendorong 

terciptanya sistem yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses (Wara et al., 2024). Seiring dengan 

perkembangan ini, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai inisiatif e-Government untuk meningkatkan 

kualitas layanan publik (Erfan et al., 2024). Salah satu contoh inisiatif digitalisasi yang sedang berkembang 

adalah penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online yang sebelumnya 

mengharuskan masyarakat untuk datang langsung ke kantor kepolisian (Putra et al., 2020). Dalam hal ini, 
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Aplikasi Polri Super App menjadi platform yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan 

SKCK secara digital, mempermudah proses administrasi, serta mempercepat waktu penerbitan SKCK 

(Prabowo et al., 2021). Polri Super App berperan penting dalam mendigitalisasi layanan SKCK, 

memberikan kenyamanan bagi pengguna, serta mendorong transparansi dalam proses pengurusan 

dokumen ini (Yustinus Bowo Dwinugroho, 2024). 

Meskipun Polri Super App menawarkan kemudahan dalam pengurusan SKCK, terdapat kesenjangan 

yang signifikan antara layanan digital yang ditawarkan dan pengalaman masyarakat dalam mengaksesnya 

(Prabowo et al., 2021). Banyak pengguna yang masih merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini, 

terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital. Kesenjangan ini juga terlihat pada 

pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan fitur aplikasi yang belum sepenuhnya dipahami oleh 

berbagai kalangan, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan akses teknologi (Wara et al., 2024). 

Selain itu, tantangan besar dalam mengintegrasikan alat digital dalam penyediaan layanan publik di sektor 

penegakan hukum terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat serta 

menyediakan infrastruktur yang memadai (Wara et al., 2024). Hal ini menciptakan hambatan dalam 

implementasi yang optimal, baik dari sisi pengguna maupun pihak kepolisian sebagai penyedia layanan 

(Melani Puspasari et al., 2024). 

Pentingnya memahami respons pengguna terhadap Polri Super App tidak hanya untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik digital, tetapi juga untuk memastikan bahwa platform digital ini dapat 

mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat, baik dari segi kemudahan penggunaan, aksesibilitas, 

maupun keamanan data (Melani Puspasari et al., 2024). Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam 

memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh instansi kepolisian untuk mengoptimalkan 

penggunaan Polri Super App. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengembangan 

kebijakan digital lainnya dalam administrasi publik, yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara 

keseluruhan, mendorong efisiensi, dan mengurangi potensi praktik maladministrasi. 

E-Government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah 

untuk memberikan layanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperbaiki 

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Natika, 2024). Seiring dengan 

perkembangan teknologi, e-government, telah berkembang dari sistem berbasis informasi yang terbatas 

menjadi platform digital yang lebih terintegrasi dan mudah diakses (Yustinus Bowo Dwinugroho, 2024). 

Evolusi ini mencakup berbagai inisiatif seperti pendaftaran online, pembayaran pajak elektronik, dan 

layanan publik lainnya yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Tren global dalam layanan 

publik digital semakin menunjukkan dampaknya dalam meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan 

keputusan serta mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Erfan et al., 2024). Digitalisasi 

layanan publik memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan publik kapan saja dan 

di mana saja, menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat (Seta et al., 2024) . 

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam institusi kepolisian, salah satunya dengan 

mengintegrasikan e-government dalam pelayanan publik seperti penerbitan Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK) (Rivki et al., 2024). Di tingkat global, banyak negara yang telah mengadopsi sistem 
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digital dalam pelayanan kepolisian, seperti pengajuan izin atau pendaftaran kriminal yang dilakukan secara 

online (Yustinus Bowo Dwinugroho, 2024). Di Indonesia, implementasi sistem digital di kepolisian telah 

dimulai dengan pengembangan aplikasi seperti Polri Super App, yang memungkinkan masyarakat 

mengakses layanan SKCK secara lebih cepat dan efisien (Wulandari, 2024). Manfaat utama digitalisasi 

dalam kepolisian adalah peningkatan efisiensi, pengurangan waktu tunggu, dan pengurangan antrean di 

kantor polisi (Melani Puspasari et al., 2024). Namun, tantangan yang masih dihadapi meliputi kurangnya 

literasi digital di kalangan masyarakat, ketergantungan pada infrastruktur teknologi yang belum merata, 

serta resistensi dari sebagian pegawai kepolisian dalam beradaptasi dengan teknologi baru (AL-Rababah & 

Abu-Shanab, 2010). 

Teori-teori adopsi teknologi seperti Model Penerimaan Teknologi (TAM) dan Teori Penerimaan dan 

Penggunaan Teknologi yang Terpadu (UTAUT) memberikan kerangka untuk memahami bagaimana 

individu menerima dan menggunakan teknologi baru, termasuk layanan e-government. (Ilyas & Bahagia, 

2021) Model-model ini menunjukkan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, dan sikap positif terhadap teknologi (Mubarok et al., 

2022). Dalam konteks layanan publik digital, kepuasan pengguna sangat bergantung pada sejauh mana 

teknologi dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dipahami dan diakses 

(Marginingsih, 2023). Keterlibatan pengguna dalam memberikan umpan balik dan masukan tentang 

layanan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan e-Government. Meskipun 

demikian, terdapat tantangan terkait dengan aksesibilitas, literasi digital, dan kesenjangan teknologi yang 

menghambat sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk dapat sepenuhnya memanfaatkan 

platform digital ini (Qiroatul Afrilia et al., 2024). 

Salah satu tantangan utama dalam penerapan e-Government adalah literasi digital yang rendah di 

sebagian besar populasi (Andreani Syafaruddin, Andi Riska; Mustanir, Ahmad; Rahmat Razak, Muhammad 

Rais; Syarifuddin, Haeruddin; Suleha; Trisnawaty; Nurzin, 2023). Banyak masyarakat, terutama yang 

berusia lebih tua dan kurang terbiasa dengan teknologi, merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi 

digital yang dirancang untuk mengakses layanan publik (Nugraha et al., 2023). Selain itu, keterbatasan 

infrastruktur internet di daerah-daerah terpencil juga menghambat akses masyarakat terhadap layanan 

digital (Erfan et al., 2024). Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penggunaan teknologi, di mana 

masyarakat yang lebih melek digital lebih mudah mengakses dan memanfaatkan layanan e-Government, 

sementara mereka yang tidak memiliki akses ke perangkat atau internet cenderung terpinggirkan (Afiyah, 

2022). Oleh karena itu, untuk memastikan inklusivitas, penting bagi pemerintah untuk menyediakan 

pelatihan dan pendampingan bagi pengguna yang kurang familiar dengan teknologi, serta memperluas 

jangkauan infrastruktur digital di seluruh wilayah (Sailendra et al., 2021). 

Kepercayaan publik terhadap layanan digital sangat penting untuk meningkatkan adopsi dan 

kepuasan pengguna dalam sistem e-Government (Bindu et al., 2019). Keberhasilan implementasi Polri 

Super App dalam penerbitan SKCK, misalnya, tidak hanya bergantung pada kemudahan akses dan 

kecepatan layanan, tetapi juga pada tingkat transparansi yang diberikan kepada pengguna (Meijer & 

Bekkers, 2015). Informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian harus tersedia dengan jelas 

dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Špaček & Špačková, 2023). Peningkatan transparansi 

ini berkontribusi pada pengurangan praktik maladministrasi, seperti pungutan liar, dan meningkatkan 
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kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital (Robertson et al., 2011). Oleh karena itu, integrasi elemen 

transparansi dalam desain layanan digital harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan e-

Government, agar sistem yang ada dapat lebih efektif dalam memberikan manfaat kepada seluruh 

masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif warga terhadap efektivitas Polri Super App 

dalam penerbitan SKCK, dengan fokus pada pengalaman pengguna dalam memanfaatkan platform digital 

ini. Secara lebih spesifik, penelitian ini berusaha mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh 

pengguna dalam mengakses dan menggunakan layanan digital yang disediakan oleh Polri Super App. 

Dalam hal ini, tujuan utama adalah untuk mendapatkan wawasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi adopsi aplikasi ini oleh masyarakat, serta untuk mengevaluasi seberapa efektif aplikasi ini 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan SKCK yang cepat, transparan, dan akuntabel. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali perspektif warga terhadap 

digitalisasi layanan SKCK melalui Polri Super App. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk 

mengeksplorasi pengalaman dan respons pengguna secara mendalam terkait penggunaan aplikasi dalam 

memperoleh layanan kepolisian (Afiyah, 2022). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk 

mengungkap faktor-faktor subjektif yang mempengaruhi kepuasan pengguna, serta tantangan yang mereka 

hadapi dalam mengakses layanan digital. Justifikasi penggunaan pendekatan ini didasarkan pada tujuan 

penelitian yang ingin memahami konteks sosial, kultural, dan teknis yang dapat mempengaruhi persepsi 

dan pengalaman warga dalam menggunakan teknologi baru dalam administrasi publik. Pendekatan 

kualitatif memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana 

digitalisasi mempengaruhi pelayanan publik di tingkat lokal. 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, survei, dan 

observasi langsung. Wawancara mendalam dilakukan dengan warga yang telah menggunakan Polri Super 

App untuk pengurusan SKCK. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman pribadi pengguna, 

kepuasan mereka terhadap aplikasi, serta tantangan yang mereka hadapi. Survei dengan kuesioner 

terstruktur juga dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari kelompok yang lebih luas. Survei ini 

membantu memberikan gambaran umum mengenai persepsi pengguna terhadap sistem digital, serta 

tingkat kepuasan mereka. Selain itu, observasi langsung di stasiun kepolisian lokal dilakukan untuk melihat 

bagaimana layanan digital diterapkan dalam praktik, serta untuk mengevaluasi interaksi antara petugas dan 

pengguna dalam penggunaan aplikasi, baik dari sisi operasional maupun teknis. 

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam akan dianalisis menggunakan perangkat lunak 

NVivo untuk analisis kualitatif, yang melibatkan proses pengodean dan analisis tematik. Teknik ini 

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari data, seperti kepuasan 

pengguna, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi. Untuk data 

kuantitatif yang diperoleh melalui survei, statistik deskriptif akan digunakan untuk mengidentifikasi pola 

dalam kepuasan pengguna dan tantangan yang mereka hadapi dalam menggunakan Polri Super App. 

Dengan menggunakan kedua metode analisis ini, peneliti dapat menggabungkan wawasan kualitatif dan 
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kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai efektivitas dan tantangan digitalisasi 

layanan SKCK.  

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum memaparkan hasil analisis lebih lanjut, berikut ini disajikan gambaran umum mengenai 

hasil analisis data yang diperoleh melalui pengodean dan kategorisasi tema dari wawancara dan observasi. 

Grafik berikut ini menggambarkan frekuensi referensi yang dikodekan untuk berbagai kategori yang 

berkaitan dengan pelayanan SKCK melalui Polri Super App, yang dibedakan antara pemohon dan petugas. 

Analisis ini memberikan wawasan tentang bagaimana kedua kelompok, yakni pemohon dan petugas, 

memandang berbagai aspek dalam layanan digital, termasuk transparansi, aksesibilitas, kompetensi 

petugas, serta partisipasi masyarakat. Grafik ini menjadi dasar untuk mendalami temuan yang lebih 

mendalam mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasi sistem digital ini. 

Gambar I: Visualisasi Hasil Coding Referensi Berdasarkan Informan (Pemohon dan Petugas) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah Peneliti, 2024 

Berdasarkan hasil analisis data yang ditampilkan dalam grafik di atas, terlihat perbandingan antara 

kategori-kategori yang dikodekan oleh informan dari dua kelompok utama, yaitu pemohon dan petugas. 

Grafik ini menunjukkan frekuensi kode referensi untuk berbagai kategori yang berkaitan dengan pelayanan 

SKCK melalui Polri Super App. Kategori yang paling sering dibahas oleh kedua kelompok adalah 

Aksesibilitas Layanan, Kecepatan dan Keakuratan, serta Transparansi Pelayanan, yang mengindikasikan 

bahwa kedua pihak, baik pemohon maupun petugas, menilai faktor-faktor ini sebagai aspek penting dalam 

pelayanan. 

Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara pemohon dan petugas dalam hal Pengawasan dan 

Evaluasi serta Kompetensi petugas. Kategori Pengawasan dan Evaluasi lebih sering dibahas oleh petugas, 

mencerminkan pentingnya mekanisme evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Sementara itu, 

pemohon lebih menyoroti Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat, yang menunjukkan bahwa 

masyarakat lebih memperhatikan bagaimana informasi terkait SKCK disampaikan dan bagaimana mereka 

dapat berpartisipasi dalam evaluasi layanan. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan wawasan tentang 



Vol. 11 No. 1 Juni 2025 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 308-322 

Abdul Majid Zainuddin, Jamaluddin Ahmad, Nurjannah Nonci, Yayuk Astuti 

             Vol. 11 No. 1 Juni 2025 | 313 

prioritas dan perspektif yang berbeda antara pemohon dan petugas dalam proses penerbitan SKCK, yang 

perlu dipertimbangkan dalam perbaikan dan pengembangan sistem layanan digital ini. 

Persepsi masyarakat terhadap SKCK digital 
Untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap penerapan 

layanan SKCK digital, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga yang pernah mengurus 
SKCK baik secara daring maupun langsung ke kantor pelayanan Polri. Temuan ini memberikan 
pemahaman awal terkait tingkat pemahaman, kenyamanan, dan tantangan yang dihadapi masyarakat 
dalam mengadopsi layanan digital tersebut. Berikut adalah beberapa kutipan pernyataan yang 
merepresentasikan persepsi masyarakat 

kutipan data wawancara: 
"Saya tidak tahu harus daftar lewat HP. Biasa langsung datang ke kantor, lebih cepat karena 
bisa langsung tanya-tanya petugas." 
— Ibu rumah tangga, usia 40 tahun. 
"Anak saya bantu daftar online, tapi saya lebih nyaman urus sendiri ke kantor karena tidak 
yakin kalau semua data sudah benar di aplikasi." 
— Pria, usia 51 tahun, keperluan SKCK untuk imigrasi. 

Dalam penerapan layanan digital SKCK melalui Polri Super App, persepsi masyarakat menunjukkan 

dualitas antara kemudahan akses dan kebingungan teknis. Beberapa pemohon mengapresiasi kepraktisan 

sistem daring karena dapat mengurangi waktu antrean dan mempercepat proses pengajuan, terutama bagi 

mereka yang memiliki akses internet dan familiar dengan teknologi. Namun, banyak pula yang mengalami 

kendala saat menggunakan aplikasi, seperti kesulitan mengunggah dokumen, sistem yang lambat, atau 

tidak mengetahui langkah-langkah pendaftaran secara jelas. Minimnya sosialisasi prosedur online dan 

kurangnya panduan teknis menyebabkan sebagian pengguna merasa frustasi, bahkan akhirnya beralih 

kembali ke metode manual. 

Di sisi lain, masih terdapat preferensi yang kuat terhadap layanan manual, terutama dari kelompok 

masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi digital, seperti lansia atau warga dari wilayah dengan 

keterbatasan infrastruktur internet. Mereka merasa lebih nyaman mengurus SKCK secara langsung karena 

dapat berinteraksi langsung dengan petugas dan memperoleh penjelasan yang lebih mudah dipahami. 

Kepercayaan terhadap keakuratan dan keamanan data juga menjadi alasan masyarakat enggan 

sepenuhnya mengandalkan sistem daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi 

pelayanan publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga pada upaya 

pendampingan digital, edukasi masyarakat, serta penguatan sistem pendukung yang inklusif dan responsif 

terhadap berbagai latar belakang pengguna. 

Tebel I: Hasil Observasi Pelayanan SKCK di Polres Parepare 

Aspek yang Diamati Hasil Observasi Kategori 

Ketersediaan Informasi 

Prosedur 

Terdapat spanduk dan papan informasi, namun belum semua informasi prosedur 

mudah dipahami masyarakat. 

Transparansi 

Parsial 
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Aspek yang Diamati Hasil Observasi Kategori 

Sosialisasi Layanan Online 
Minim; banyak pemohon tidak mengetahui prosedur pendaftaran via Polri Super 

App. 
Kurang Optimal 

Kemampuan Petugas 

Layanan 
Petugas umumnya kompeten dan responsif terhadap pertanyaan masyarakat. Akuntabel 

Sikap Petugas terhadap 

Pemohon 

Ramah, komunikatif, namun ada perbedaan kecepatan pelayanan pada jam 

sibuk. 

Akuntabel 

(variatif) 

Akses ke Layanan Digital 
Aplikasi tersedia, tetapi 35% pemohon masih memilih metode manual karena 

keterbatasan literasi digital dan akses internet. 
Belum Inklusif 

Kejelasan Biaya 

Administrasi 

Tertulis biaya resmi Rp30.000, namun 28% pemohon merasa masih ada 

ketidakjelasan terkait biaya tambahan. 

Transparansi 

Lemah 

Waktu Tunggu dan Lama 

Pelayanan 

Rata-rata 30–45 menit untuk layanan manual; lebih cepat jika sudah daftar 

online, tetapi banyak yang belum memanfaatkan fitur ini. 
Efisiensi Terbatas 

Sarana dan Prasarana 
Tersedia ruang tunggu, layanan loket, dan komputer, tetapi belum semua optimal 

menunjang sistem digital. 
Cukup Memadai 

Mekanisme Pengaduan 

atau Feedback 

Tersedia kotak saran dan survei kepuasan, tetapi partisipasi masyarakat rendah 

dan tidak aktif menyampaikan umpan balik. 
Belum Partisipatif 

Evaluasi dan Pengawasan 

Internal 

Terdapat sistem pengawasan internal, tetapi belum sistematis melibatkan 

masyarakat sebagai evaluator eksternal. 

Akuntabilitas 

Terbatas 

Sumber: Observasi Desember 2024 

Hasil observasi terhadap pelayanan SKCK di Polres Parepare menunjukkan bahwa meskipun 

beberapa indikator akuntabilitas telah terpenuhi, seperti kompetensi dan sikap petugas yang umumnya 

ramah dan responsif, serta ketersediaan sarana yang memadai, masih terdapat kelemahan signifikan pada 

aspek transparansi dan inklusivitas layanan digital. Informasi terkait prosedur serta biaya administrasi 

belum sepenuhnya disampaikan secara jelas kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan dan 

persepsi adanya biaya tambahan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa akuntabilitas publik tidak 

hanya menuntut pertanggungjawaban formal, tetapi juga keterbukaan informasi yang mudah diakses dan 

dipahami oleh masyarakat (Bezzina et al., 2021). 

Hambatan utama 

Berdasarkan data dalam dokumen penelitian, terdapat beberapa hambatan utama yang 

menghambat optimalisasi pelayanan SKCK berbasis digital di Polres Parepare. Salah satu hambatan paling 

nyata adalah minimnya sosialisasi terkait prosedur pendaftaran online. Banyak pemohon SKCK yang 

datang langsung ke kantor polisi tanpa mengetahui bahwa proses pendaftaran bisa dilakukan secara daring 

melalui Polri Super App. Observasi lapangan menunjukkan bahwa 35% pemohon tetap memilih mengurus 
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secara manual karena mereka belum mengetahui prosedur online. Hal ini mencerminkan bahwa informasi 

tentang layanan digital belum disampaikan secara merata melalui media yang dapat dijangkau masyarakat 

luas, baik secara langsung di kantor Polisi, melalui media sosial, maupun kanal informasi resmi lainnya. 

Hambatan kedua adalah keterbatasan akses internet dan perangkat digital, terutama bagi 

masyarakat di wilayah pinggiran atau yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Meskipun 

sistem daring tersedia, tidak semua pemohon memiliki perangkat yang mendukung (smartphone atau 

komputer) atau koneksi internet yang stabil untuk mengakses layanan SKCK secara online. Dalam 

wawancara, beberapa informan menyatakan bahwa mereka harus meminta bantuan anggota keluarga 

untuk mengakses aplikasi atau datang langsung ke kantor karena jaringan internet di daerah mereka tidak 

mendukung. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan layanan digital dan memperkuat 

ketergantungan pada sistem manual. 

Selain itu, rendahnya literasi digital pada kelompok tertentu juga menjadi kendala serius dalam 

implementasi layanan SKCK berbasis teknologi. Kelompok usia lanjut, masyarakat berpendidikan rendah, 

dan mereka yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital sering kali merasa kesulitan memahami alur 

pendaftaran dan penggunaan Polri Super App. Sebagian pemohon mengaku takut salah mengisi data atau 

tidak yakin apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan. Situasi ini menunjukkan 

bahwa tidak cukup hanya menyediakan platform digital-diperlukan juga strategi pendampingan masyarakat, 

pelatihan, atau panduan praktis yang mudah diakses dan dipahami agar transformasi layanan publik 

berbasis teknologi dapat berjalan secara inklusif dan efektif. 

Tabel II: Presentasi Metode Pengurusan SKCK 

Metode Pengurusan Presentase (%) 

Manual (langsung ke kantor) 35% 

Online (Polri Super App) 65% 
Sumber: Data Polres Parepare 2024 

Grafik menunjukkan bahwa sebanyak 35% pemohon masih memilih metode manual untuk mengurus 

SKCK, meskipun sistem pendaftaran online telah tersedia. Hal ini mencerminkan adanya hambatan dalam 

literasi digital, keterbatasan akses teknologi, serta kurangnya sosialisasi layanan digital secara menyeluruh. 

Kesiapan Sumber Daya Manusia 

Wawancara lapangan dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2025, melibatkan enam informan 

kunci yang terdiri dari Petugas Pelayanan SKCK, Petugas Administrasi, Operator Digital, Staf Front Office, 

dan Kepala Unit Pelayanan di Polres Parepare. Wawancara ini bertujuan menggali persepsi dan 

pengalaman petugas terhadap pemanfaatan aplikasi Polri Super App dalam layanan penerbitan SKCK. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar petugas telah terbiasa dengan prosedur 

pelayanan SKCK, baik secara manual maupun berbasis aplikasi. Namun, untuk fitur-fitur terbaru dalam 

aplikasi, mereka masih harus belajar sambil praktik. Seorang petugas menyatakan: “Sebagian besar 

petugas kami sudah terbiasa dengan prosedur pelayanan SKCK, baik yang manual maupun yang melalui 

aplikasi. Namun, untuk fitur-fitur terbaru di aplikasi, kadang kami juga harus belajar sambil jalan. Tidak 
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semua petugas punya latar belakang IT.” Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penguasaan 

teknologi yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan. 

Lebih lanjut, meskipun pelatihan penggunaan aplikasi pernah dilakukan, sifatnya belum rutin. Salah 

satu petugas administrasi mengungkapkan: “Pelatihan memang pernah ada, tapi belum rutin. Jadi, kadang 

kalau ada gangguan teknis di aplikasi, kami harus tanya ke bagian IT atau ke atasan langsung dulu.” 

Temuan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan SDM dalam 

menghadapi tantangan digital. 

Dari segi beban kerja, teridentifikasi bahwa lonjakan jumlah pemohon SKCK terjadi pada periode-

periode tertentu, misalnya pasca pengumuman rekrutmen CPNS atau pegawai, di mana jumlah pemohon 

bisa mencapai lebih dari 40 orang per hari. Seorang petugas loket menyampaikan: “Kalau jam sibuk, kami 

bisa layani sampai 40 orang lebih dalam sehari, terutama setelah pengumuman CPNS atau rekrutmen 

pegawai. Banyak yang tetap datang langsung walau bisa online.” Selain itu, rendahnya literasi digital 

masyarakat menyebabkan petugas harus menjelaskan prosedur online secara individual: “Kadang kami 

harus jelaskan satu per satu prosedur pendaftaran online kepada masyarakat yang belum tahu. Itu cukup 

menyita waktu dan membuat antrean jadi panjang.” (Staf Front Office SKCK). 

Terkait adaptasi terhadap teknologi, meskipun Polri Super App dinilai membantu proses pelayanan, 

beberapa masalah teknis masih terjadi, seperti error sistem dan ketidaksinkronan data. Seorang operator 

digital menuturkan: “Aplikasi Polri Super App cukup membantu, tapi masih sering error atau tidak sinkron 

dengan data yang kami terima di kantor. Kami sering harus bantu input ulang secara manual.” Disamping 

itu, terdapat kesenjangan adaptasi di kalangan petugas senior, sebagaimana diakui oleh Kepala Unit 

Pelayanan: “Beberapa senior kami masih belum terbiasa menggunakan aplikasi atau komputer. Jadi 

biasanya petugas yang lebih muda bantu mendampingi. Belum semua bisa langsung adaptasi.” 

Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi layanan SKCK digital 

tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor kesiapan SDM, 

keberlangsungan pelatihan, dukungan teknis yang responsif, serta literasi digital masyarakat. Temuan ini 

memperkuat pandangan dalam Technology Acceptance Model (TAM) bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan dan kesiapan pengguna merupakan faktor krusial dalam penerimaan teknologi. 

Kepuasan dan Keterlibatan Pengguna 

Hasil wawancara terkait dengan kepuasan dan keterlibatan pengguna terhadap Polri Super App 

dalam penerbitan SKCK menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna merasa puas dengan kemudahan 

dan efisiensi yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Banyak pengguna mengungkapkan bahwa proses 

pendaftaran dan pengajuan SKCK melalui aplikasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara manual, 

yang sebelumnya mengharuskan mereka untuk datang langsung ke kantor kepolisian. Salah satu 

responden, seorang pengguna Aplikasi Polri Super App yang berusia 30 tahun, menyatakan, "Saya merasa 

sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Dulu, saya harus mengantri berjam-jam di kantor polisi, tapi 

sekarang cukup melalui aplikasi, saya bisa mengurus SKCK dengan cepat." Namun, meskipun sebagian 

besar pengguna memberikan umpan balik positif, beberapa pengguna, terutama yang berusia lebih tua dan 

kurang terbiasa dengan teknologi, mengaku mengalami kesulitan dalam memahami antarmuka aplikasi. 
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Sebagai contoh, seorang responden pria berusia 50 tahun mengatakan, "Aplikasi ini memang berguna, tapi 

saya agak bingung dengan beberapa langkah, terutama pada awal penggunaan. Mungkin ada baiknya jika 

ada panduan atau tutorial yang lebih jelas." 

Terkait dengan tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem digital dan transparansinya, 

wawancara menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pengguna mengapresiasi transparansi 

informasi yang disediakan, beberapa pengguna masih merasa kurang yakin tentang privasi data mereka. 

Banyak pengguna merasa bahwa informasi mengenai biaya dan waktu proses sudah cukup jelas, namun 

ada kekhawatiran mengenai data pribadi mereka yang disimpan dalam sistem digital. Seorang informan 

menyatakan, "Saya percaya aplikasi ini membantu mempermudah proses, tapi saya khawatir apakah data 

pribadi saya aman di sistem ini." Namun, sejumlah pengguna merasa lebih percaya pada sistem digital ini 

karena mereka merasa bahwa prosesnya lebih terbuka dan dapat dipantau secara langsung. Seorang 

responden pria yang telah menggunakan aplikasi ini beberapa kali berkata, "Saya lebih percaya pada 

aplikasi ini dibandingkan proses manual karena saya bisa memantau status permohonan secara real-time 

melalui aplikasi." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kekhawatiran terkait privasi, banyak pengguna 

yang menghargai kejelasan dan kemudahan akses informasi yang ditawarkan oleh Polri Super App. 

Perbandingan Layanan Digital vs Manual 

Berikut adalah hasil observasi terkait dengan Perbandingan Layanan Digital vs Manual, yang 

membandingkan persepsi pengguna terhadap layanan Polri Super App (digital) dan layanan SKCK manual, 

serta dampak digitalisasi terhadap efisiensi layanan dan kepuasan pengguna, dalam bentuk tabel: 

Tebel II: Perbandingan layanan Digital dan Manual 

Aspek Layanan Digital (Polri Super App) Layanan Manual (SKCK Tradisional) 

Kemudahan 

Akses 

Pengguna dapat mengakses layanan kapan saja dan dari 

mana saja. 

Pengguna harus datang langsung ke kantor 

polisi dan mengikuti prosedur manual. 

Waktu Proses 
Proses pendaftaran dan pengajuan SKCK lebih cepat; 

dapat dilakukan dalam hitungan menit. 

Proses memakan waktu lebih lama karena 

melibatkan banyak tahapan fisik dan antrean 

panjang. 

Transparansi 

Informasi 

Informasi terkait persyaratan, biaya, dan status permohonan 

mudah diakses melalui aplikasi. 

Informasi mengenai persyaratan dan biaya 

sering kali tidak jelas, pengguna harus 

menanyakan langsung. 

Keterlibatan 

Pengguna 

Pengguna dapat memantau status permohonan secara real-

time. 

Pengguna tidak dapat memantau proses secara 

langsung, harus menunggu hingga 

pemberitahuan dari petugas. 

Kemudahan 

Penggunaan 

Antarmuka aplikasi relatif mudah, tetapi beberapa pengguna 

merasa kesulitan pada awal penggunaan. 

Proses manual tidak membutuhkan aplikasi, 

namun prosedur dapat membingungkan bagi 

pemohon yang baru pertama kali. 

Kepuasan 

Pengguna 

Sebagian besar pengguna merasa puas dengan 

kemudahan dan kecepatan layanan. 

Banyak pengguna merasa frustasi karena waktu 

tunggu yang lama dan ketidakjelasan prosedur. 

Aksesibilitas 
Layanan dapat diakses oleh pengguna dengan perangkat 

digital dan koneksi internet. 

Layanan terbatas pada jam kerja kantor polisi, 

akses hanya dapat dilakukan secara fisik. 

Keamanan dan Beberapa pengguna merasa lebih aman dengan sistem Beberapa pengguna merasa lebih aman karena 
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Aspek Layanan Digital (Polri Super App) Layanan Manual (SKCK Tradisional) 

Privasi digital karena bisa memantau status permohonan, meskipun 

ada kekhawatiran mengenai privasi data. 

transaksi dilakukan langsung di kantor dengan 

petugas yang dikenal. 

Efisiensi 

Layanan 

Layanan lebih efisien, mengurangi antrean dan waktu 

tunggu. 

Layanan tidak efisien karena prosedur yang 

panjang dan banyak tahapan fisik. 

Dampak 

Digitalisasi 

Mempercepat proses layanan, meningkatkan kepuasan 

pengguna yang membutuhkan kecepatan dan kenyamanan. 

Layanan manual menghambat efisiensi dan 

cenderung mengurangi kepuasan pengguna 

karena proses yang lambat. 

Sumber: Pengguna layanan 2024 

Tabel ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan SKCK melalui Polri Super App memiliki dampak 

positif terhadap efisiensi, waktu proses, dan keterlibatan pengguna. Sementara itu, layanan manual masih 

memiliki tantangan dalam hal waktu tunggu, transparansi, dan aksesibilitas. Sebagian besar pengguna 

merasa lebih puas dengan layanan digital, meskipun ada kekhawatiran terkait dengan keamanan dan 

privasi data.  

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa Polri Super App memberikan kemudahan 

signifikan dalam pengurusan SKCK bagi mayoritas pengguna, terutama dalam hal efisiensi waktu dan 

kemudahan akses. Pengguna merasa lebih cepat dalam mendapatkan layanan dibandingkan dengan 

prosedur manual yang memerlukan antrean panjang di kantor polisi. Namun, tantangan utama yang 

dihadapi oleh sebagian besar pengguna adalah kurangnya pemahaman tentang penggunaan aplikasi, 

terutama di kalangan mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Meskipun aplikasi ini menawarkan 

kelebihan dalam hal transparansi informasi, beberapa pengguna merasa kesulitan dalam menavigasi 

antarmuka aplikasi, terutama di awal penggunaan, yang menjadi kendala bagi sebagian masyarakat yang 

memiliki literasi digital rendah. 

Perbandingan dengan studi sebelumnya menunjukkan hasil yang serupa, dimana digitalisasi layanan 

publik, termasuk dalam penerbitan SKCK, memberikan manfaat signifikan dalam hal efisiensi dan 

kecepatan (Natika, 2024). Namun, tantangan yang serupa juga ditemukan dalam penelitian (Baharuddin et 

al., 2024)yang mengamati adanya kesenjangan dalam akses teknologi dan literasi digital di masyarakat, 

yang menghambat penerimaan teknologi. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun e-government dapat 

meningkatkan kualitas layanan, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada tingkat penerimaan 

dan kemampuan masyarakat untuk mengakses teknologi dengan baik. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa meskipun Polri Super App telah memperkenalkan 

inovasi yang efektif dalam layanan SKCK, masih ada kebutuhan untuk memperbaiki antarmuka aplikasi 

agar lebih ramah pengguna dan menyediakan lebih banyak pelatihan bagi pengguna, terutama yang 

kurang terbiasa dengan teknologi. Penyebab utama temuan ini terkait dengan perbedaan tingkat literasi 

digital di berbagai kelompok masyarakat, yang menjadi faktor penghambat utama dalam adopsi layanan 

digital. Selain itu, ketergantungan pada infrastruktur internet yang belum merata di daerah-daerah tertentu 

juga memengaruhi efisiensi layanan, yang mengharuskan adanya perbaikan lebih lanjut dalam distribusi 

teknologi dan akses digital. 
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Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang hanya terbatas pada satu lokasi, yaitu 

Polres Parepare, yang dapat membatasi generalisasi temuan. Selain itu, jumlah responden yang terbatas 

pada penelitian ini juga dapat mempengaruhi representasi temuan. Untuk penelitian lanjutan, disarankan 

agar penelitian ini diperluas ke wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerimaan masyarakat terhadap Polri Super App. Penelitian 

juga bisa difokuskan pada dampak jangka panjang digitalisasi layanan SKCK terhadap kepuasan pengguna 

dan kualitas administrasi publik secara keseluruhan. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Polri Super App memberikan kemudahan signifikan 

bagi pengguna dalam mengakses layanan SKCK secara digital. Sebagian besar responden merasa puas 

dengan kecepatan dan kemudahan aplikasi, meskipun terdapat tantangan terkait literasi digital, terutama 

bagi kelompok yang tidak familiar dengan teknologi. Tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat 

adalah kesulitan dalam memahami beberapa fitur aplikasi dan ketergantungan pada infrastruktur internet 

yang belum sepenuhnya merata. Meskipun demikian, digitalisasi layanan SKCK melalui aplikasi ini 

menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, namun masih memerlukan 

peningkatan di beberapa aspek untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. 

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa Polri Super App dapat lebih efektif dengan 

peningkatan berdasarkan umpan balik pengguna. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan aplikasi ini 

antara lain memperbaiki antarmuka aplikasi agar lebih ramah pengguna, menyediakan tutorial yang lebih 

jelas, serta meningkatkan dukungan teknis bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam 

menggunakan aplikasi. Selain itu, sangat penting untuk memperluas aksesibilitas digital, terutama di 

daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Pelatihan bagi pengguna, 

terutama bagi kelompok yang kurang terbiasa dengan teknologi, juga harus menjadi bagian dari strategi 

pengembangan aplikasi untuk meningkatkan inklusivitas digital dalam pelayanan publik. 

Penelitian ini juga memberikan arah bagi studi lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas jangka 

panjang dari layanan publik digital, khususnya dalam hal Polri Super App. Penelitian masa depan dapat 

fokus pada dampak jangka panjang dari digitalisasi layanan SKCK terhadap tingkat kepuasan pengguna 

dan peningkatan efisiensi administratif. Selain itu, integrasi Polri Super App dengan layanan digital lainnya 

dalam sektor penegakan hukum perlu dieksplorasi lebih lanjut, dengan tujuan untuk menciptakan platform 

yang lebih terintegrasi dan holistik yang dapat mengakomodasi berbagai jenis layanan publik secara lebih 

efisien dan transparan. 
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